
BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR^ TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menten Keuangan Nomor 1 13/PMK.05/2012
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negert bagt Pejabat Negara, Pegawai Negert,
dan Pegawai Tidak Tetap;

b. bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, eftsten,

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur
kembalt ketentuan mengenai perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai
Negert Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Tulang Bawang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagatmana dimaksud huruf a dan b
di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Pedoman
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan
Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah dtubah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah
Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemertksaan Pengeiolaan dan
Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);
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7.

8.

9.

10.

15 Tahun 2006 tentang Jenis dan

12. 16 Tahun 2006 tentang Prosedur

13. 17 Tahun 2006 tentang Lembaran

14.

15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
Bentuk Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
Daerah dan Berita Daerah;

Peknk
Kabupaten Tulan9 Bawang Nomor 02 Tahun 2012 tentangPokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Ü ana Ba
^9

m
N°m°r °2' Tambahan Lembaran Daerah Kabupatentulang Bawang Nomor 02); H

Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 67 Tahun 2011 tentang S.stem danP Pen9el°laan Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang (BentaDaerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 67).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahanan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubahkau* ‘erakhlr den9an Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentangerubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangDaerahJLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanNomo?R29T Hnrnï (LTbaran Negara RePublik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

ïuannAn OI"°r 24 Tahutl 2004 ‘entang Kedudukan Protokoler dangan Pimpman dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
kah tlr vT? Ind0DneSia N°mOr 4416) seba9aImana telah diubah beberapaterakhir dengan Peraturan Pemenntah Nomor 21 Tahun 2007 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4712);

58 TahUn 2005 ten,an9 P°ngelo)aan KeuanganDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Menetapkan

2.

5.

6.

7.

3.
4.

BABI
KETENTUAN UMÜM

Pasal 1

Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.

S""1Daerah adalah Bupaü dan Parangha, Daerah sebaga, penyelengg... Peme„„«han
Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.

daiS“u“X’u^g terringgi/dngg, aebag.lm.na d.m.Kaud
Undang.

9 9 TahUn 1945 dan Pejabat Ne9a« la*nnya yang ditentukan oleh Undang-

MEMUTUSKAN:
: pX^EGArT' pp™

PEbAKSA™ PERJALANAN DINAS BAG1NEGARA’ PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TPTAP niLINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

d” "'d°n•Si, y’"9 '9',h meme"“hl

gemend.’ X^.X^n'yan^ '“9»

.ar .empa. hadden
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

(1)

(2)

(1)

(2)

17.
18.

19.
20.
21.
22.

BAB III
PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 3
Perjalanan dmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan persyaratan :a. Perjalanan/kegiatan sangat diperlukan bagi kepentingan negara/daerah; danb. Penggunaan biaya secara hemat, efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhanPerjalanan dinas yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati dapat mengikutsertakan istri/suamiyang sah dan Ajudan Bupati dan Wakil Bupati.

XX1" beSaran biaya yan9 di,etaPkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan b.aya kegiatan©aik yang bersifat umum mau pun yang bersifat khusus.
Benta Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas daerah dan/atau dalam daerah daritempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semulacu dalam negen.
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaananggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untukmelaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi

’ f Penatausa^^ Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsitata usaha keuangan pada SKPD. a

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan™Sna*= “»9 beta), d..„h dalam r.„gka

ïah naSkal^ ?inas yang diterbi,kan oleh pimpinan atau atasan untuk dipenntahkan kepadaPelaksana SPD dengan melakukan tugas perjalanan dinas ke daerah tujuan.

SPerjalananv Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterb.tkan oleh PejabatK®uangan dalam ran9ka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, PegawaiNegen Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap. a y

pXXnX nPD adalah Pejabal Ne9ara- Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan
* eijaianaii UlRclS

dib^arkan sekah^ ^9 dihitUng ,edebih dahU'U ^re-calcu!ated county dan

Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

XXXgan Pa™Pun9 adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riilberdasarkan ketentuan yang berlaku.
Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
Tempat Tujuan adalah tempat/daerah yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Provinsi.

P®laksanaa" A^aran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yangpei^^nalng^ran’ 030 pemblayaan yang di9unakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh

vAOn^m!?el,akSan^^ Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumenLmbThr perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaanperubahan anggaran oleh pengguna anggaran. »«naan

yan9 selanju,nya dis>ngkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan olehnermintX 9 be/tanggung Jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukanpermmtaan pembayaran. * J

Surat Penntah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan
SKPDPen99Una anggaran/kuasa Pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-

Surat Penntah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebaqaiXh PA/ KPa™11 °leh Bank yang diterbitkan oleh BUD/ Kuasa BUD berdasarkan SPM yang diajukanoleh PA/ KPA masmg-masing SKPD. y

BAB II
RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

p!^BUPati o™ menga‘ur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dmas bag!Ne?e" S1P11’ dan Pegawai Tidak Te‘ap yang dibebankan pada AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
Perjalanan Dmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perjalanan Dinas Jabatan.
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Pasal 4
(1) Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten TulangBawang yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetuiuan/penntahatasannya.
(2) Persetujuan dan/atau perintah atasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan disposisiatau telaah yang disetujui atasan dan/atau dapat dibuktikan dengan terbitnya Surat Tuqas danSurat Perjalanan Dinas (SPD).
(3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah atasan dari Pejabat Negara, PegawaiNegen Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 5
(1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digolongkan menjadi:

a. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan diluar daerah melewati batas daerah; dan
b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam daerah.

(2) Batas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah batas daerah Kabupaten Tulang Bawang.
(3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bterdin atas:

a. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan pada Wilayah I; dan
b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan pada Wilayah 11.

Pasal 6
(1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituiu dankembah ke tempat kedudukan semula.

y J

(2) Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka:
a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
b. Mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
c. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan; dan
d. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Pasal 7
(1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan

dalam Surat Tugas.
sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang

(2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan ditandatangani oleh:
a. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati apabila Bupati berhalangan;
b. Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah apabilaBupati/Wakil Bupati berhalangan;
c. Asisten Sekretaris Daerah, dan Pejabat Eselon II dan III ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atauAsisten Sekretaris Daerah yang membidangi apabila Sekretaris Daerah berhalangan; dan
d. Pejabat Eselon IV dan Pegawai Lainnya ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, atau AsistenSekretaris Daerah yang membidangi apabila Sekretaris Daerah berhalangan. atau Kepala SatuanKerja apabila Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi berhalangan.

(3) Kewenangan penerbitan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepadapejabat yang ditunjuk.
(4) Surat Tugas dimaksud menjadi dasar penerbitan SPD.
(5) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

a. Pemberi tugas;
b. Pelaksana tugas;
c. Waktu pelaksanaan tugas;
d. Tempat pelaksanaan tugas; dan
e. Pembebanan biaya.

(6) Dalam hal berdasarkan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan:
a. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas daerah; atau
b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam daerah pada Wilayah II.

(7) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantumdalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
(8) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalamLampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

mnmnbupati kakiipattm tihmk;hawaxi; ta zen



Pasal 8
Dalam penerbitan SPD, PPK berwenang untuk menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dan alat transportasi
yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan yang bersangkutan dengan memperhatikan
kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut.

BABIV
BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 9
(1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:

a. Uang harian;
b. Biaya transportasi;
c. Biaya penginapan;
d. Uang representasi; dan
e. Sewa kendaraan dalam kota.

(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. Uang makan;
b. Uang transportasi lokal; dan
c. Uang saku.

(3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan

termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan;
b. Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan

kepulangan.
(4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk

menginap:
a. Di hotel; atau
b. Di tempat menginap lainnya.

(5) Dalam hal pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dan tarif hotel di
tempat tujuan sebagaimana diatur dalam peraturan bupati mengenai standar biaya; dan

b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
(6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada pejabat negara,

dan pejabat eselon II selama melakukan perjalanan dinas.
(7) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada pejabat

negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
(8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan

bakar minyak, dan pajak.
(9) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian

Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10
Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan untuk Perjalanan Dinas
Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 1 1
(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), digolongkan dalam 3 (tiga)

tingkat, yaitu:
a. Tingkat A untuk, Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua/Wakil Ketua DPRD serta Pejabat lainnya yang

setara;
b. Tingkat B untuk Pejabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon II, anggota DPRD dan Pejabat Lainnya yang

setara; dan
c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS

Golongan II dan 1.
(2) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai Tidak

Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan dinas digolongkan dalam tingkat C.

PKMTUKAN HUPAT1 KAHIIMTIX TIMM: HAWAM 1 TA



a.

b.

c.

d.

e.

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 15
(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan.

Se9era dilaksanakan- biaya Perjalanan Dinas sebaga.manadimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

Pasal 14

emn^Ï^ÏÏÏ^ Jaba,an men99unakan kaPal laut/sungai untuk waktu paling kurang 24 (dua puluhempat) jam, selama waktu transportas! tersebut kepada Pelaksana SPD hanya diberikan uang harian.

Biaya transportasi pegawai dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan Fasilitas TransoortasisSr da,’m v y,n9 ba9i“

S*? dibayarkan sesuai dengan B>aya R»1 berdasarkan Klasifikasi Fasilitas PenginapanPwature^ VI ^9 meruPakan ba9ia" “dak terp1Sahkan Jari
mengenai ^ya ” diatnr dalam Bupaii

“"=9. -b^in».» diaiu,

“““ den9"' R'" dan b»P.d<»™ pada

Pasal 13

P^Ty^S -nengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalampXyJenggara dllaksanakan den9an b.aya Perjalanan Dinas Jabatan yang ditanggung oleh panitia

Jabatan men9ikUti rapat' Semmar’ dan seie™"ya ^bagaimanadSuddibXnk ? nL 99?n9 Oleh panitia penyelenggara. biaya Perjalanan Dinas Jabatandimaksud dibebankan pada DPA satuan kerja Pelaksana SPD. J

Stn Pe”yelen99ara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas
dan XnÏnyaaimana dlmakSUd pada ayat (1) dan ayat & dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar,

Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimanad dalam Pasa 6 ayat (2) huruf b dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinqqisebagaimana dmtur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya
tertinggi

rap^se^nar^an
saip ïo1?*3" secara be«ama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatanrapat, semmar, dan sejenisnya. seluruh Pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama

tiZ,? PTginaPan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebihS “h"9*'™™ d'a'“ O’'™ Bupali Mengenai SiandardSsud SPD ”»"99«™ka» W» kamar dengan biaya lerendah pad. ho.el/pengin.pan

Pasal 12

m^peXÏhSat Pegawa‘ Negen Sipil dan Pegawai Tidak Tetap. dapat melakukan perjalanan dinas7 9 berwenan9 dan biaya perjalanan dinas digolongkan menurut tingkatpendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan. imgKai

Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbanqkansJtSmem^ d,nas_terSebut dengan kePen'mgan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dansetelah memperoleh persetujuan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah. 9

periiiiian kPri3” dina® jUga dapat diberikan kepada Pejabat/Pegawai dari instansi vertikal yang terikatSeJtX^ KabuPate" Tulang Bawang atau melaksanakan penugasïn untukiJg p 9 kbu^i Oleh Pemenntah

“m"’” biay.a Per,*la“n dinas un,uk isbi/suami Bupali/Wakil Bupali yang mengikuti perjalanan
biaya pengtaapam den9an ^311 Un‘Uk pen9inaP‘" ,idak d'bebkan

ba9‘ AiUdan Bupa,i'Wakil eupa,‘

(3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan bprri^rknn , kPegalanan Dinas sebagaimana dim.ks„d pad. ayat (1).d.ng.niït.l^ b',ya

ba'“ “'lin99i dia'“

Pi.'RATUHAN HUPATl KARUPATEN TUIJiM;MWANd TA 2013



Pasal 16
(1)

(2)

l' kete^angan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/Kepala Bandara/perusahaan
a.

jasatransportasi lainnya; dan/atau
b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.

(3)

(4)

(5)

uang
kerja

^iaya Pen9>napan, uan9 representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota
dalam “6“"huruf d’ dipertimbangkan -tuk hal-hal sebagaimana d.maksud

^ÏnSÏÏ DinaS kurang dari iumlah hari ditetapkan dalam SPD, Pelaksana SPDdXmKoX^S T9 ,aron?iaya Penginapan, representasi, dan sewa kendaraanaaiam nota yang telah ditenmanya kepada PPK.

d0kumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPK membebankan biaya tambahan73 pen9,naPan' uan9 representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota pada DPA satuanoeiKenaan.

^Tua^ meleblh‘ jumlah hari yan9 di‘e‘apkan dalamta^hï9 u n-
disebabkan oleh kesalahan/ kelalaian Pelaksana SPD dapat dibenkantambahan uang harian, biaya penginapan. uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kot£

le^^n»^9 pen9inapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kotad,pa' d“n,,kan kepada PPK u,“uk ™ndapal a“5"

Pasal 17
Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD penerbit SPD.

BAB V
PELAKSANAAN DAN PROSEDUR

PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

(1)

(2)

(3)

Pasal 18

ke^berk^an73Perjalana° DlnaS diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA satuan

D,"“ kepada peiak”“ spt> cep" 5 <bm*> h"' k“i»
Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari

y“9 "“"S™ me„9Xi «Sahun
Pasal 19

G) L^ung^S)31373 Perjalanan Dinas dilakukaf melalui mekanisme UP dan/atau mekanisme Pembayaran

(2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui:
a. Perikatan dengan penyedia jasa;
b. Bendahara pengeluaran; atau
c. Pelaksana SPD

<3> d"ak“kan mela‘Ui P"ika,an "'"S’"
a’ dan313”311 D‘naS Jaba‘an dalam rangka pe,aksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;

b. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.

(1)

(2)

Pasal 20
Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP dilakukankepada Pelaksana SPD sebesar 60% oleh Bendahara Pengeluaran.

dengan memberikan uang muka

rnuÏd^P^e^ Pada ayat G)’ berdasarkan persetujuan pembenan uangmura aan rrK dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a
a. Surat Tugas;
b. Fotokopi SPD;
c. Kuitansi tanda terima uang muka;
d. Rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas; dan
e. Dokumen pendukung lainnya.

H.'RATUHAN HUPATI KAHUPATM TUIANC! HAWANG TA RO.’i



Pasal 21
(1) Penyedia jasa untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat berupa event organizer, biro jasa perjalanan,

perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/ penginapan.
(2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur

pengadaan barang/jasa pemerintah.
(3) Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transportasi

termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

Pasal 22
(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telahdiselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/ perjanjian.
(2) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada PPK.

Pasal 23
(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan mekanisme LS dilakukan melalui transfer dari KasDaerah ke rekening Bendahara Pengeluaran, pihak ketiga atau Pelaksana SPD.
(2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD melebihi biayaPerjalanan Dinas Jabatan yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan DinasJabatan tersebut harus disetor ke Kas Daerah melalui PPK.
(3) Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan;

a. Menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk tahun anggaran berjalan; atau
b. Menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk tahun anggaran lalu.

(4) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD kurang dari yangseharusnya, dapat dimintakan kekurangannya.
(5) Pembayaran kekurangan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapatdilakukan melalui mekanisme UP atau LS.

Pasal 24
Tata cara pengajuan tagihan kepada PPK, pengujian surat permintaan pembayaran, dan penerbitan Suratenntah Membayar oleh Pejabat Penanda Tangan SPM, dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)oleh BUD/ Kuasa BUD berdasarkan SPM yang diajukan oleh Pejabat Penanda tangan SPM masing-masing SKPDyang berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan DaerahKabupaten Tulang Bawang.

Pasal 25
(1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankanpada DPA satuan kerja berkenaan.
(2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi;

a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan dari atasan Pelaksana SPD, atau palingrendah Pejabat Eselon II bagi Pelaksana SPD di bawah Pejabat Eselon III ke bawah, yang dibuatsesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini;

b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan yang dibuat sesuai formatsebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Bupati ini;
c. Pernyataan/Tanda Bukti Besaran Pengembalian Biaya Transportasi dan/atau biaya penginapan dariperusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PPK.

(3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sebagai berikut: 7

a. Biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
b. Sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat

dikembalikan/ refund.
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BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 26
(1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya

Perjalanan Dinas kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
(2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan

melampirkan dokumen berupa:•
a. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD;
b. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau

pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
d. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti

pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan
kendaraan;

f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
g. Dokumen pendukung lainnya

(3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
huruf e dan g, tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat hanya
menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

Pasal 27
(1) PPK melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan

kepada Bendahara Pengeluaran.
(2) PPK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar

pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
(3) PPK mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada

Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban UP atau bukti pengesahan Surat Permintaan
Membayar/Surat Permintaan Pencairan Dana (SPM/ SP2D) LS Perjalanan Dinas.

Pasal 28
Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau
Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat
kerugian.yang diderita oleh negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB VII
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 29
(1) Sekretaris Daerah/Pimpinan SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan

Perjalanan Dinas.
(2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30
Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Pegawai Tidak Tetap dapat melakukan Perjalanan Dinas dalam hal
mendesak/khusus, dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.

Pasal 31
Perjalanan dinas luar negeri didasarkan pada pedoman dan Standar biaya yang ditetapkan dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri RI dan/atau Peraturan Menteri Keuangan RI.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32
Dengan berlakunya Peraturan Bupati Tulang Bawang ini, maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 24
Tahun 2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Daerah Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak
Tetap dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG TA. 3013



Pasal 33
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Tulang Bawang ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAr KOÖRÜKASI
W BUPATI

2 5EKDAKAB
3 AS’STENI
4 ASJSTEUE
S ASISTENH
r tfeicNiv
7 KABAÜHUXU0
8

2013

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196205111981031002

Ditetapkan di
pada tanggal

: Menggala
2013

NG BAWANG,BUPATI TU

ROZAKHANAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2013 NOMOR 32
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LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 3? . TAHUN2013
TANGGAL : 3 |V|l 2013

LAMBANG KOP NASKAH DINAS
DAERAH SEKRETARIAT DAERAH

SURAT TUGAS
NOMOR :

Dasar

Yang bertanda tangan dibawah ini :
NAMA ; (2)
NIP :
PANGKAT/GOL : (4)
JABATAN : "^^”^””"'"'"""^”/5)
Dengan ini memerintahkan kepada :

NO NAMA JABATAN PANGKAT GOL

Untuk
Lamanya
Biaya

(6)
hari dari tanggal s/d (7)

Dibebankan pada Anggaran Kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA)
SKPD (8).

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : MENGGALA
Pada tanggal : 20—
Yang membuat pernyataan (9)

GO)
NIP.

Tembusan , disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Tulang Bawang (sebagai kaporan);
2. Wakil Bupati Tulang Bawang (sebagai laaporan); dan
3. Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 32 • TAHUN 2013
TANGGAL : 3 ju|| 2013

LAMBANG
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Pejabat yang memberi perintah

j *) BAGIANDEPAN Lembar Ke
Kode No
Nomor

SURAT PERJALANAN PINAS
(SPD)

—- -

1 Pejabat Penatausahaan Keuangan
2 Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan

perjalanan dinas
3 a. Pangkat dan Golongan

b. Jabatan/lnstansi
c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas

a.
b.
c.

4 Maksud Perjalanan Dinas
5 Alat angkutan yang dipergunakan
6

7

a. Tempat berangkat
b. Tempat Tujuan
a. Lamanya Perjalanan Dinas
b. Tanggal berangkat
c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru *)

a.__ b.
a .

b.
c.

8 Pengikut : Nama Ja ba tan /Golongan Kelerangan
1.
2.
3.
4.
5.

9 Pembebanan Anggaran
a. Instansi
b. Akun

a.

b.

10 Keterangan lain-lain

MENGGALA
20-

*) coret yang tidak perlu Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

NIP.

@adung29 lAMPIRAN PCRATURAN BUPATI KABUM'W TIMING BAWANG TA *



*) BAGIAN BELAKANG

I. Berangkat dari :
(Tempat Kedudukan)
Ke :
Pada Tanggal :
Kepala

( )
NIP

II. Tiba di
Pada Tanggal :
Kepala :

( )

Berangkat dari :
Ke :
Pada Tanggal :
Kepala

NIP
l )

NIP
III. Tiba di

Pada Tanggal :
Kepala :

( )

Berangkat dari :
Ke :
Pada Tanggal :
Kepala

( 1

NIP
)

NIP
IV. Tiba di ;

Pada Tanggal :
Kepala :

( )

Berangkat dari :
Ke :
Pada Tanggal :
Kepala

( i

NIP
l )

NIP
V. Tiba di ;

Pada Tanggal :
Kepala :

( )

Berangkat dari :
Ke :
Pada Tanggal :
Kepala

NIP
l )

NIP
VI. Tiba di :

(Tempat Kedudukan)
Pada Tanggal :

Pejabat yang memberi perintah

( )

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan
tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk
kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-
singkatnya.
Pejabat yang memberi perintah

(.... 1
NIP NIP

VII. Catalan Lain-Lain
VIII. PERHATIAN :

PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang
mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan
peraturan- peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian,
dan kealpaannya.

BUPATI TULANG BAWANG
i r/AKAr M/yKvW.öl

ïfeKJLEumi V
ƒ

3 ASISTENI /
4ASISÏENH .. 1
5 ASI^TENH ....
fi MW
7 &A8AG HUKÜM
8
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LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 32. TAHUN2013
TANGGAL : 3 full 2013

LAMBANG
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Lampiran SPD Nomor
Tanggal

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

No. PERINCIAN BIAYA

1.
2.
3.

4.
5.
6.

JUMLAH :

Terbilang

JUMLAH KETERANGAN

Rp

Telah dibayar uang muka sejumlah (60%)
Rp

Bendahara Pengeluaran

Tempat, tanggal, bulan, tahun
Telah menerima jumlah uang muka sejumlah (60%)
Rp

Yang Menerima,

NIP. NIP.

Ditetapkan sejumlah
Yang telah dibayar semula
Sisa kurang/lebih

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG
: Rp
: Rp
: Rp

Pejabat Penatausahaan Keuangan

NIP.

@adung29
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Keterangan:(1).

A)

Rincian
biaya

Perjalanan
Dinas

Jabatan
untuk

mengikuti
kegiatan
rapat,
seminar,
dan

sejenisnya
berdasarkan
sesuai
standar

biaya
selama

mengikuti
kegiatan.

(2).

^2)

Uang
Harian
diberikan

berupa
uang
saku
sesuai
standar

biaya
selama

mengikuti
kegiatan.

(3).

^3)

Biaya

Penginapan
diberikan
1

(satu)
hari

pada
saat

kedatangan
dan
1

(satu)
hari

pada
saat

kepulangan.

(4).

Kategori
Wilayah
1:1)

Kec.
Menggala;
2)

Kec.
Banjar
Agung;
3)

Kec.
Menggala
Timur;
4)

Kec.
Banjar
Merge;
dan
5)

Kec.
Banjar

Baru.

(5).

Kategori
Wilayah
II

:1)

Kec.
Gedung
Aji;
2)

Kec.
Rawajitu
Selatan;
3)

Kec.
Gedung
Meneng;
4)

Kec.
Penawar

Tama;
5)

Kec.
Rawajitu
Timur;
6)

Kec.
Penawar

Aji;
7)

Kec.
Rawa

Pitu;

8)

Kec.
Dente

Teladas;
9)

Kec.
Meraksa

Aji;
dan

10)

Kec.
Gedung
Aji

Baru.

(6).

Biaya
Transpor
Pegawai

diberikan
sesuai

Biaya
Riil.
Dalam
hal
tidak

diperoleh
bukti

pengeluaran
riil,

diberikan
berupa
biaya
transport
kegiatan

dalam
daerahyang

dibayarkan

secara
lumpsum

sesuai
standar

biaya.
“(Khusus
Kompanen

Biaya
Perjalanan
Dinas

Jabatan
Di

Dalam
Daerah
Pada

Wilayah
11)"

(7).

Biaya
Transpor
Pegawai

diberikan
sepanjang

tidak

menggunakan
kendaraan

dinas,
disertai

dengan
surat

tugas,
dan
tidak
bersifat
rutin.

"(Khusus
Komponen

Biaya

Perjalanan

Dinas
Jabatan
Di

Dalam
Daerah
Pada

Wilayah
II)

’’

(8).

Lama
pelaksanaan
Perjalanan

Dinas
Jabatan
pada

huruf
d

adalah
sesuai
waktuyang

ditempuh
menuju
tempat

pendidikan/ujian.
“(Khusus
Komponen

Biaya

Perjalanan
Dinas

Jabatan
Di

Dalam
Daerah
Pada

Wilayah
II)
"

(9).

Biaya
Transpor
Kegiatan

Dalam
Kota

dibayarkan
secara

Lumpsum
sesuai
Standar

Biaya
dan
tidak
diberikan

kepada
Pelaksana
SPDyang

melakukan
rapat

dalam
komplek
perkantoran

yangsama.
“(Khusus
Komponen
Biaya
Perjalanan
Pinas

Jabatan
Di

Dalam
Daerah
Pada

Wilayah
1)”

(10)
.

Perjalanan
Dinas

Jabatan
Dalam
Daerah

dapat

diberikan
biaya

sepanjang
tidak

menggunakankendaraan
dinas,
disertai

dengan
Surat

Tugas,
dan
tidak
bersifat
rutin.

“(Khusus

Komponen
Biaya

Perjalanan
Pinas

Jabatan
Di

Dalam
Daerah
Pada

Wilayah
D"

(11).

Lama
pelaksanaan
Perjalanan

Dinas
Jabatan
pada

huruf
c

adalah
sesuai
waktu

yangditempuh
menuju
tempat

pendidikan/ujian
“(Khusus
Komponen

Biaya

Perjalanan
Dinas

Jabatan
Di

Dalam
Daerah
Pada

Wilayah
D"

I
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KOMPONEN
BIAYA

PERJALANAN
DINAS

JABATAN
LAMPIRAN
IV
:

PERATURAN
BUPATI
TULANG

BAWANG

NOMORTANGGAL
:

22

TAHUN2013
=

^jüh'

2013

JENIS

PERJALANAN
DINAS

JABATAN

KOMPONEN
BIAYA

PERJALANAN
DINAS

JABATAN
MELEWATI
BATAS

DAERAH

KOMPONEN
BIAYA

PERJALANAN
DINAS

JABATAN

DI

DALAM
DAERAH
PADA
WILAYAH
II

KOMPONEN
BIAYA

PERJALANAN
DINAS

JABATAN
DI

DALAM
DAERAH
PADA
WILAYAH
I

UangHarian
BiayaPenginapan

BiayaTransporPegawai
Jumlah
Hari

yangdibayarkan
UangHarian
BiayaPenginapan

BiayaTransporPegawai
Jumlah

Hari
yangdibayarkan

UangHarian
BiayaPenginapan

BiayaTransporPegawai
JumlahyangDibayarkan

a.

Perjalanan
Dinas

Jabatan
dalam

rangkapelaksanaan
tugas
dan

fungsi
yang

melekat
pada
jabatan

V

V

X'

Sesuaipenugasan
V

V

V

Sesuaipenugasan
x'

-
V

SesuaiPenugasan

b.

Perjalanan
Dinas

Jabatan
untuk

mengikuti
rapat,

seminar
dan

sejenisnya.
vl)

<1)

V

1)

Sesuaipenugasan
vl)

vl)

vl)

Sesuaipenugasan
v'l)

vl)

vl)

c.

Perjalanan
Dinas

Jabatan
untuk

menempuh
ujian

dinas/ujian
jabatan.

d.

Perjalanan
Dinas

Jabatan
untuk

mengikuti
pendidikan
dan

pelatihan.

X'x2)

Vv3)

J

XX

2

(dua)
hanSesuaipenugasan

J

Xv2)

X\3)

X

._
!

2

(dua)
hari

>

Sesuaipenugasan
1

X’V2)

-

V

Keberangkatandan

KepulanganSesuaiPenugasan
!i

LAXPtRAN
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LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR
TANGGAL

^2, 'TAHUN2013
3 2013

FASILITAS TRANSPOR BAGI PELAKSANA SPD

NO PEJABAT NEGARA
TINGKAT

B1AYA
PERJALANAN

DINAS

MODA TRANSPORTASI

PESAWAT
UDARA

KAPAL
LAUT

KERETA
API/BUS

LAINNYA

1 2 3 4 5 6 7
1. Bupati/Wakil Bupati

Ketua/Wakil Ketua DPRD
serta Pejabat lainnya yang
setara;

A Bisnis VIP/
Kelas 1 A

Spesial/
Eksekutif

Sesuai
kenyataan

2. Pejabat Negara Lainnya,
Pejabat Eselon 11, anggota
DPRD dan Pejabat Lainnya
yang Setara

B Ekonomi Kelas I B Eksekutif Sesuai
kenyataan

3. Pejabat Eselon I1I/PNS
Golongan IV, Pejabat
Eselon IV/PNS Golongan
111, PNS Golongan 11 dan I dan
Pegawai Tidak Tetap

C Ekonomi Kelas II A Eksekutif
Sesuai
kenyataan
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LAMBANG
DAERAH

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 30. TAHUN 2013
TANGGAL : 3 'V|| 2013

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:
NAMA ;
NIP :
JABATAN : (3)
INSTANSI : ””"”^"”""”""’".”"^""44)
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas
Nomor: tanggal dan SPD Nomor tanggal atas nama:
NAMA ; (5)
NIP :
JABATAN : (7)
INSTANSI ;

dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas JabatanNomor tanggal

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transpor berupa (9) dan biaya penginapan yang
telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikan/re/und (sebagian/seluruhnya) sebesar
RP (10), sehingga dibebankan pada DPA Nomor: tanggal SKPD (11).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat
pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggung jawab penuh dan
bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Daerah.

Tempat, tanggal, bulan, tahun (12),
Pejabat Penatausahaan Keuangan

(13)
NIP.

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT
SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN(1) Diisi nama PPK satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya)

(2) Diisi NIP PPK satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
(3) Diisi jabatan PPK satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
(4) Diisi nama satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
(5) Diisi nama Pelaksana SPD
(6) Diisi NIP Pelaksana SPD
(7) Diisi jabatan Pelaksana SPD
(8) Diisi nama Instansi Pelaksana SPD
(9) Diisi transpor yang digunakan
(10) Diisi dengan jumlah rupiah biaya transport dan penginapan yang idak dapat dikembalikan/re/und

sebagian/seluruhnya
(11) Diisi nomor DPA, tanggal, dan nama satuan kerja perangkat daerah yang dibebani biaya perjalanan

dinasnya
(12) Diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani surat penyataan
(13) Diisi tanda tangan dan nama jelas PPK satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan

Dinasnya

BUPATI TULANG BAWANG
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LANIPIRAN IX : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 31 , TAHUN2013
TANGGAL : 2> »\>|| 2013

LAMBANG
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

DAFTAR PENGELUARAN RUL

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor tanggal , dengan ini kami menyatakan
dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-
bukti pengeluarannya, meliputi:

No Uraian Jumlah

Jumlah

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan
Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia
untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui/Menyetujui:
Pejabat Penatausahaan Keuangan,

Tempat, tanggal, bulan, tahun
Pelaksana SPD,

NIP. NIP.

BUPATI TULANG BAWANG
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LAMPIRANVI:PERATURANBUPATITULANGBAWANG
NOMOR

TANGGAL
:TAHUN2013
:3(Uk2013

FASILITASPENGINAPANPERJALANANDINASLUARDAERAH

NOPEJABATNEGARAKLASIFIKASIHOTEL

123
1.Bupati/WakilBupati

Ketua/WakilKetuaDPRDsertaPejabatlainnyayangsetara;

HotelBintangLima

2.PejabatNegaraLainnya,

PejabatEselon11,anggotaDPRDdanPejabatLainnyayang
Setara

HotelBintangEmpat

3.PejabatEselonIll/PNSGolonganIV,HotelBintangTiga

4.PejabatEselonIV/PNSGolonganIIIHotelBintangDua

5.PNSGolonganII,PNSGolonganIdanPegawaiTidakTetapHotelBintangSatu
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LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 7,2 TAHUN 2013
TANGGAL ; 3 2013

LAMBANG
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN
NOMOR

Yang bertanda tangan di bawah ini:
NAMA : (1)
NIP : ”'^^^’"””””””’”(2)
JABATAN : (3)
INSTANSI : (4)
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama:

NAMA : (5)
nip :
JABATAN : (7)
INSTANSI : ^^”"""””’””””"^(8)
dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat
mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu (9)

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh
pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat
pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku.

Tempat, tanggal, bulan, tahun (10),
Pejabat Penatausahaan Keuangan

(11)
NIP.

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT
SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

(1) Diisi nama atasan Pelaksana SPD, yaitu Sesuai dengan pasal 7 ayat (2)
(2) Diisi NIP atasan Pelaksana SPD
(3) Diisi jabatan atasan Pelaksana SPD
(4) Diisi nama Instansi atasan Pelaksana SPD
(5) Diisi nama Pelaksana SPD
(6) Diisi NIP Pelaksana SPD
(7) Diisi jabatan Pelaksana SPD
(8) Diisi nama Instansi Pelaksana SPD
(9) Diisi alasan pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas
(10) Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat penyataan
(11) Diisi tanda tangan dan nama jelas atasan Pelaksana SPD
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